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ABSTRAK 

 

Penulisan ini membahas tentang masalah akibat hukum pembatalan sk tentang 

perizinan penyelenggaraan kegiatan reklamasi. Metode yang digunakan dalam 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun masalah yang 

dibahas dalam penulisan ini, yaitu: (1) Bagaimanakah akibat hukum dengan 

adanya Pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang 

Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa 

Samudra, (2) Bagaimanakah analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam 

pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang 

Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa 

Samudra, (3) Bagaimanakan pandangan Islam terkait masalah reklamasi. Terdapat 

3 (tiga) kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini. Pertama, akibat hukum 

pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang 

Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa 

Samudra dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/TUN/LH/2017 maka 

kewenangan hukum PT. Muara Wisesa Samudra menjadi batal dan tidak dapat 

lagi melanjutkan proyek pelaksanaan reklamasi di pulau G. Hal ini menimbulkan 

ketidakpastian bagi status pulau G sebagai pulau baru di Pantai Utara Jakarta. 

Kedua, analisis hukum dalam putusan kasasi nomor: 92 K/TUN/LH/2017 

Terhadap pertimbangan hakim tersebut, penulis tidak sependapat dengan Majelis 

Hakim yang tidak menerima dan menolak permohonan kasasi, Penulis justru 

sependapat dengan opini dari salah satu Anggota Majelis Hakim Dr. Irfan 

Fachruddin, S.H,C.N. Ketiga, dalam islam dikategorikan dalam kaidah tasarruf 

al-imam ‘ala al- ra’iyah manut bi al-maslahah. 
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